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Rewvisi UU Desa

Danmna Konmnservasi
NMasih NMasalah

SEMNAY AN mempoersoalkan
pengaturan dana konservasi
dan dana rehabilitasi bagi desa
dalam rewvisi Undang-tUndangs
CLIWI)D Nomor 6 Tahun 2014
tentang IDaesa.

Aanggsota Badan Legsmislasi
(B2ates) IDPR Ricezki Aaprilia
memberilkan catatran terkaitc
dengan pengaturam wilayah
desa di kavwasan konservasi
vang berhak memperoleh dana
kKonservasi atau dana reha-—
Pilitasi. Persoalan ini bersing—
sungan dengan UL TNomoxo =3
tahwun 1990 tentangsg Konservasi
Sumber IDawva Alam Hayati
dan Ekosistermnya (K SIDATIE)
dan UL Nomor S Tahun 1960
rentans Pokok Agsraria (P

“~Mapalkah ini sudah dipi-
kirkan oleh kawvan-kawvwan
tenaga ahltli untulk bicara
TJEIPA disandinglkan dengan
K ST FIAE? Karena, keduanya

Dreririsan dan akan jadi perzna—
salabhbhan barn. Itu saja silh yan
periu diantisipasi.”” kata Rizki
dalam-Rapat Panja UL) IDesa
AdimMGedunys Paricomen. Jakarta,
kKocrmarin :

IDia pun mocngingatikan komn—
flik m»ang dibhadaps desa saat
imni bulkan hanyva soal konser—
vasi, tapi juzga batas antara
syang mana ranah TUJUPA dan
KSI>AHE. Karenaai itu, sangat
penting menjaga ritme dan
konsistensi dalam revisi U
INDesa ini. Sebab, tajuan diben-—
tuknya sebuah UU adalah
kepastian hukuam .

“tELkspekitasi kitaa sermua ber—
pilhak pada Undang-Uindang
IDesa. Tapi jangan sampai cks—
pektasi ini tidak sesuai jusa.
K alau mermang Pemerinntah
menyangegupi. syukur. K alawu
tidalk. harus ada solusinya.™
TemaSIwy A.

FIial senada dilontarkan
angmota Baleg Firman Soe-—
bagsyo. Firrnman menegaskan.
dana konservasi dan dana
reboisasi sekarang ini me-—
mang masulk dalam straktur
APBT. TNamun., hal
jadi masalah. karena K emoecn-—
terian L.inglkungan Fliduap dan
K ehuntanan (KI HEK D) tidalk
mermiliki kewvwenangan untuk
meminta cdana i ““Tergantung
Sermauu—rnaunya Kementerian

Keuangan (Kemenkew),”™
Firymazawa.

imni mern—

wajar

Firmman rmenam bahikan., seka-—

e

rang ini ada upaya mcelaluai LU
™Nomor <t Tahun 1990 tentang
K ehutanan dan UU K.SI>AaHE
agar Kemenkeu mengemba-—
litlcan dana-dana konservasi.
dana reboisasi, dana reklammasi
ke kementerian terlcait. ““ A ar,
sektor kehutanan ridak menjadi
orban kekurangoan anggaran.”
wmcAapny a.

Sementara Koetua Baleg Su—
pratmman SAndi Apstas rmenutuar—
kan, pengaturan wilayah desa
dAi kavwasan konservasi dalam
rewisi UL PDesa int sebenarnya
hanvya séiverr (pemberian) saja.
FPada saatnya nanti.

Pemc—
rintah akan mensinkronkan

mana desa yang bisa, rmaana
yang ngoalc. ““IFadi ini scbagai
bentul poliriccal wilf Kita, ke-—
berpihakan kita kepada desa.”
atariy a-

Mielatnni revisi ULT IDesa i,
pihaknya mengsajak sermua
angsocota untuk mengeluar—
kan ide—ide tentaang desa. Ide-
ide ini alkan dibahas bersarma
karena dana-dana tersebuat
masulk dalarm postur APBTJ.
Realitasnya saat ini, daoa
konservasi dan dan=a reboisasi
tersebut sangat sulit untuk
dilaksanakan.

=L Isualan ini penting_. Kenapa?
KhHta berusabha menjadikan desa
sebagai pusat pertamrbubhan.
Termasaualk di dalarmniya meraa—
perbesar seberapa besar manti
desa ittaa moermmiliki sumber-surrn—
ber penghasilan yango Iain. T=api
apalkah nanti bisa., akan sangat
ditentulkan oleh Pemmerintak:,”™
tambal Supratrinarn.

Perdebatan so=z:l pengamuaran
wilayvyah desa «di ka~wasan
kKonservasi

dan y»angs berhalk
memperoleh dana konser-—

wasi dansatan dana rehabilitasi
masuk dalanm salah satu poin
rewvisi K ectentuzaar:
tersebut mengacu pada UWF
tentang Kehutanmnan <damn OO
KSIDARI=E.

Schingega dirarmmuskan., di
ayat (1), Pemerintahh menctap—
kKan wilayah desa yang berada
di kavwasan suaka alam, ka-—
wasan pelestarian Aalarn, hatan

produksi. dan kebun produksi.
Syt €273, pernaetaAp A wilayah
desa sebagairmana dirmmaksuad
pada ayar 1 diberikan beserta
kKemudahan dalam mermbuat
alksces publik bagi masyasrakat
sScetempral. = AL
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